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A. Tafsir MK atas Tata Kelola Migas 

Putusan MK No.002/PUU-I/2003 

Pengujian dilakukan terhadap beberapa Pasal dalam Undang-undang No.22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, meliputi: 

 Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, berikut Pasal 12 

secara lengkap: (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau 

Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah 

Daerah; Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

Menteri; (3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi 

wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

 Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”. Berikut Pasal 22 secara 

lengkap: (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 

25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas 

Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 

 Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas 

Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) 

Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; 

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai 

kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling 

banyak”, Pasal 28 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Argumentasi yang dibangun MK, meliputi: 

1. Kata-kata “diberi wewenang” yang terkandung dalam Pasal 12 Undang-undang Migas 

tidak sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor 
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hulu adalah mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang 

salah satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai 

melalui pelaksanaan fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), 

dan mengawasi (toezichthouden). 

2. Berkenaan dengan Pasal 28 ayat (2) dan (3), Mahkamah Konstitusi menilai bahwa 

campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi 

kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai 

hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam 

menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme 

pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme 

persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut 

golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi 

ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah 

timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Seharusnya harga Bahan Bakar 

Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan 

memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan 

mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. 

3. Prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung 

pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya 

jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang mencantumkan kata-kata “paling 

banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan 

batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan 

yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya 

(misalnya hingga 0,1%). Artinya, kata-kata “paling banyak” dalam anak kalimat “.... wajib 

menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) ...” harus dihapuskan karena 

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  

 

Putusan MK No.36/PUU-X/2012 

Pengujian dilakukan terhadap beberapa Pasal dan frase dalam Undang-undang No.22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, meliputi: 

 Pasal 1 angka 23, “Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan 

pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi” 
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 Pasal 4 ayat (3), “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk 

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23” 

 Pasal 41 ayat (2), “Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan 

Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana” 

 Pasal 44. Pasal 44 secara lengkap: (1)Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja 

Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan 

oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); (2) Fungsi Badan 

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap 

Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik 

negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah: 

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal 

penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; 

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;  

c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali 

akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan 

persetujuan; 

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c; 

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan 

Kontrak Kerja Sama; 

g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. 

 Pasal 45, Pasal 45 secara lengkap: (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara; (2) Badan Pelaksana terdiri atas 

unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administrative; (3) Kepala Badan 

Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Presiden. 
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 Pasal 48 ayat (1), “Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” 

 Pasal 59 huruf a, Pasal 59 secara lengkap: “Pada saat Undang-undang ini berlaku : a. 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana” 

 Pasal 61, Pasal 61 secara lengkap bahwa pada saat undang-undang ini berlaku: 

a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan 

pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak 

Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana; 

b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik 

negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana 

untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa 

Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang 

diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. 

  Pasal 63, Pasal 63 secara lengkap bahwa pada saat Undang-undang ini berlaku: 

a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul 

dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain 

beralih kepada Badan Pelaksana; 

b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak 

sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada 

Badan Pelaksana; 

c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan; 

d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina 

sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada 

Persero tersebut; 

e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam 

rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri. 

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tersebut diatas bertentangan dengan UUD 

1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pandangan Mahkamah 

Konstitusi bahwa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan alasan: 



5 

 

1. Mengenai BP Migas 

 Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha 

atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan 

negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 

UUD 1945. Artinya Keberadaan BP Migas inkonstitusional dan sangat berpotensi 

untuk terjadinya inefisiensi dan diduga dalam praktiknya telah membuka peluang bagi 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu keberadaa BP Migas tidak sejalan 

dengan prinsip penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi 

rakyat. Pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki 

oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945, artinya hanya dalam 

batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik 

dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, 

maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta. Untuk 

mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber daya alam Migas, 

negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan kewenangannya pada fungsi 

pengendalian dan pengawasan semata tetapi juga mempunyai fungsi pengelolaan. 

Artinya, pemisahan antara badan yang melakukan fungsi regulasi dan pembuatan 

kebijakan dengan lembaga yang melakukan pengelolaan dan bisnis Migas secara 

langsung, mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam 

Migas. 

 Dalam UU Migas ditentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni i) kepemilikan 

sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) 

pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko 

seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat 

minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan 

dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Paling tidak hal itu terjadi, 

karena tiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan 

pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk 

mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah BP 

Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi 

KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau 

kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan 

negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan 
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Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang 

dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. 

Dalam hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara 

kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara 

langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, 

padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama 

dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

2. Kontrak Kerjasama 

 Hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak 

dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan 

hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang 

sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara, kontrak keperdataan akan 

mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam. 

 Hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam 

bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak 

Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo adalah bertentangan dengan 

prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. Untuk menghindari 

hubungan yang demikian negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang 

diberikan konsensi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan 

Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS 

dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi 

antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan 

Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Apabila pengaturan yang 

bersifat umum dan tidak dikaitkan dengan BP Migas selaku Pemerintah adalah tidak 

bertentangan dengan konstitusi. 

 Artinya frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain” dalam Pasal 1 angka 19 UU Migas 

merupakan bentuk kontrak yang sengaja dibuat oleh pembentuk Undang-Undang 

agar selain KKS dalam bentuk kontrak bagi hasil, juga dimungkinkan KKS dalam 

bentuk yang lain, asalkan menguntungkan bagi negara, misalnya yang sekarang ini 

dikenal yaitu KKS dalam bentuk kontrak jasa. Bentuk KKS selain kontrak bagi hasil 

adalah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang memberi manfaat sebesar-
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besarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak melanggar prinsip penguasaan negara 

yang dimaksud dalam konstitusi. 

 

 

3. Persaingan Usaha yang Wajar, Sehat, dan Transparan 

 Menimbang bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Migas menurut 

Pasal 3 huruf b UU Migas adalah, “Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan 

pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang 

diselenggarakan melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”. Dalam 

pandangan MK, bahwa Pasal 3 huruf b tersebut sangat berbeda dengan ketentuan 

Pasal 28 ayat (2) UU Migas. Pasal 28 ayat (2) a quo yang menentukan bahwa 

penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme 

persaingan usaha yang sehat dan wajar telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam putusan Nomor 

002/PUU110 I/2003. 

 Kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi dilaksanakan dengan mekanisme 

pemberian Izin Usaha kepada Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan juga usaha kecil yang 

bergerak di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan 

gas bumi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Migas kegiatan usaha hilir tidak 

dimungkinkan bagi Bentuk Usaha Tetap. Hal ini berarti membuka peluang bisnis 

kepada perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan yang berbadan hukum 

Indonesia, dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi di seluruh wilayah 

Indonesia, sehingga dengan adanya frasa “melalui mekanisme persaingan usaha yang 

wajar, sehat, dan transparan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b UU 

Migas, menjamin tidak adanya monopoli oleh suatu badan usaha tertentu dalam 

penyelenggaraan kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi. 

 Pasal 3 huruf b Undang-Undang a quo membuka peluang usaha kepada siapa saja 

yang ingin berkecimpung dalam usaha minyak dan gas bumi, apakah akan melakukan 

usaha secara keseluruhan atau melakukan usaha hanya pengolahan, atau 

pengangkutan, atau penyimpanan, atau usaha niaga, kesemuanya terpulang kepada 

kemampuan modal dari para pelaku usaha itu sendiri. Tentu hal ini tidak 

bertentangan dengan konstitusi. 
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4. Posisi BUMN 

 Berkaitan dengan status hukum BP Migas yang oleh Undang-Undang a quo 

diposisikan sangat penting dan strategis, maka diperlukan penentuan akibat hukum 

yang timbul agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan 

kekacauan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Karena keberadaan BP Migas 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan 

tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha 

minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena 

kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh 

karena itu, diperlukan kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan 

tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru 

 untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP Migas maka perlu 

ditegaskan organ negara yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai 

terbentuknya aturan yang baru. Fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh 

Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta 

kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah 

atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 Dengan demikian segala KKS yang telah ditandatangani antara BP Migas dan Badan 

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunya 

berakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan kesepakatan. 

 

B. Makna Konstitusional “Hak Menguasai Negara” 

 Tolok ukur pengujian Undang-undang Migas, Pasal 33 UUD 1945: 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
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lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional 

 Makna “dikuasai oleh negara” pada Pasal 33 ayat (2) tidak dapat diartikan hanya 

sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat 

dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-Undang 

Dasar.  

 Makna “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh 

negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat 

Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik 

oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara 

kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara 

untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 

pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) 

untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Fungsi: 

a. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan 

kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), 

lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). 

b. Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi 

oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. 

c. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham 

(share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, 

c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan 

itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

d. Fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. 

Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 

penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar 

dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 

Kelima bentuk penguasaan negara (fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, 

pengelolaan dan pengawasan) ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal 

Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya 

hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah 
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menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur 

adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 

UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai 

tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 

UUD 1945. 

 Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak 

pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian dikuasai oleh 

negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besar kemakmuran 

rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya 

yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) 

menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka 

sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam 

menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

 

 

*******Semoga bermanfaat******* 


